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DAN LAHAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 1 angka 8
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.9/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status
Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan menyatakan
bahwa, “Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan
Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan
eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil
pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga
mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di
masyarakat”;

bahwa memperhatikan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Thaha Jambi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Nomor B/ME.02.04/050/ KDJB/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal
Update Perkembangan Musim Kemarau 2023, dimana Puncak
musim kemarau di Provinsi Jambi, termasuk wilayah Kabupaten
Bungo diprakirakan pada bulan Juli dan bulan Agustus 2023,
dengan sifat musim kemarau dalam kategori Normal;

bahwa dalam rangka mewaspadai dampak musim kemarau di
wilayah Kabupaten Bungo, perlu upaya kesiapsiagaan untuk
mengetahui kekuatan personil beserta sarana dan prasarana
pemadam kebakaran hutan dan lahan guna mempermudah
koordinasi antar instansi dan lembaga sehingga pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo dapat
tertangani dengan baik:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusukkan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010
tentang Mekanisme Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/
MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan;

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28
Tahun 2021 tentang Sekat Bakar;

28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;

29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN
2023.

. Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di

Kabupaten Bungo Tahun 2023.

. Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 62 (enam

- puluh dua) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 31

Agustus 2023.

. Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bungo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Juli 2023

SEKDA KAB. BUNGO
/ BUPATI BUN




